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ABSTRAK

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bima belum dapat
diterapkan secara efektif dan maksimal dalam penegakan, sebagaimana yang telah diatur
dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan maupun yang menjadi hukum positif
mengenai pengelolaan barang milik daerah karena masih terjadinya tambahan pelanggaran
dan ketidak patuhan atas hukum yang berlaku oleh perbuatan tertentu dalam urusan
pengelolaan barang daerah. Terjadinya perbuatan pelanggaran tersebut dapat dilakukan dalam
waktu pengadaan maupun penghapusan barang aset daerah sebagai akibat dari perbuatan
yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik dari aspek prosedur maupun substansi
dan yang menjadi halangan kendala dalam pengelolaan aset daerah adalah karena ketidak
pahaman serta lemahnya kesadaran dalam mematuhi hukum yang berlaku sesuai dengan
tujuan pembentukannya, oleh karena itu sangat dibutuhkan proses penegakan hukum
seyogyanya dilakukan secara terpadu baik dari sisi aspek pemahaman maupun unsur
kesadaran.

Kata Kunci: Pengelolaan Barang Milik Daerah



I. PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Pengeloaan Barang Milik
Daerah merupakan salahsatu lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah”. Keuangan
daerah tidak hanya mencakup kewajiban dan hak berupa uang saja, melainkan kewajiban
dan hak daerah berupa barang. Barang menjadi salah satu unsur yang disebutkan dalam
kegiatan daerah dan harus dikelola dengan baik dalam rangka mendukung
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga
efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah mempengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan
daerah.

Sebagai instrumen prosedur pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah
didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang secara langsung menjadi
pedoman dan hukum positif bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah, yaitu;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, peraturan pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah. Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang
Milik Negara/Daerah, sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang pengeloaan barang milik Negara/Daerah.

Pengelolaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan secara prosedur yang sah dalam
mewujudkan langkah-langkah yang tidak menyimpang sehingga terwujud tindakan

pengelolaan yang taat peraturan dan patuh prosedural sesuai dengan tujuan



pembentukandari peraturan peraturan undang-undangan tersebut. Meskipun tidak dapat
dipungkiri urusan pengelolaan barang milik daerah baik dalam hal pengadaan maupun
penghapusannya atas aset-aset daerah cenderung menjadi masalah secara hukum bagi
aparatur administrasi pemda yang menangani pengelolaan aset-aset daerah.

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai
pemerintah daerah, yang di beli atau di peroleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah. Aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:Aset
daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah. Aset daerah yang digunakan
masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Dan Aset daerah yang tidak digunakan untuk
pemerintah maupun publik.Berbagai masalah dalam pengelolaan barang milik daerah
dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari
perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasan. Setidaknya tata kelola tersebut dapat
meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada, termasuk temuan BPK dalam
pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran di kabupaten bima. Salah satunya
ada barang milik daerah yang berupa beberapa tanah yang tidak sama sekali dikelola dan
dimanfaatkan untuk masyarakat di kabupaten bima.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka obyek yang dikaji
dan dianalisa adalahBagaimanakah pengaturan pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah di tinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dan hambatan apa saja yang
dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah menurut Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 di Kabupaten Bima.

Penelitian ini untuk mengetahui serta memahamidan untuk mengetahui atas
hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan

Perunfang-undangan yang berlaku.



Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif, yang didasari pada
bahan-bahan hukum melalui bagian pustaka dan bersumber pada data lapangan yang
berpedoman pada hasil penelitian lapangan.

Adapun manfaat secara Akademis untuk memenuhi persyaratan studi S-1 program
ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, serta diharapkan dapat memberikan
sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya
Hukum Tata Negara tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sedangkan Manfaat
Praktis dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi kalangan publik yang
memiliki sikap peduli atas urusan-urusan pemerintah, terutama kalangan yang ingin
mengkaji dan lebih termasuk sebagai masukan bagi PEMDA

II. PEMBAHASAN

A.Pengaturan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Tinjau Dari
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Secara
garis besar, pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Bima mengikuti Permendagri
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dalam Pasal
10 Permendagri yang berbunyi:

1. Barang Milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak
dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau
digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Barang Milik Daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk
dijual. dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan
kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi dengan
mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang
dilakukan secara transparan dengan peraturan perundang-undangan.



Sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah ini, maka dalam penyusunannya digunakan sistematika sebagai
berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Dan Pengadaan

Perencanaan kebutuhan Barang adalah merupakan salah satu faktor yang
sangat penting dalam pengelolaan Barang/Aset khususnya di Badan Pengelola
pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima yang meliputi
perencanaan pengadaan jenis barang serta jumlah pengadaan barang yang
disesuaikan kebutuhan dalam suatu organisasi. Kepala Bidang Aset sebagai unit
pelaksana dalam perencanaan pengadaan barang mempunyai tugas tanggung jawab
yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan setiap SKPD dalam hal
pengadaan dan perencanaan kebutuhan barang. Berikut wawancara penyusun
dengan Ibu Faridah, Kepala Bidang Aset BPPKAD:'

“Kami disini mempunyai kapasitas sebagai penghubung. Kami

mengumpulkan data dari tiap SKPD kemudian direkap dalam APBD. Jadi itu

harus berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi atau belanja modal. Untuk
bisa membuat perencanaan kebutuhan dengan baik maka setiap SKPD,

Bidang Aset dan Bidang Akuntansi harus bekerjasama.”

Berikut jumlah kebutuhan kendaraan Roda dua yang berjumlah 2, 189 unit
dan jumlah Roda empat 42 unit tiap SKPD di Kabupaten Bima yang telah diusulkan
untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada Badan
Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang tiap SKPD harus disesuaikan dengan tingkat

kebutuhan SKPD tersebut sehingga tidak terjadi pemborosan, ini dilakukan

untukmeminimalisir serta penghematan pengadaan aset, sebagaimana yang

'Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Aset BPPKAD, Faridah Senin 2 Juli 2018



diwawancarai Bapak M. Budiharta selaku Kepala Bidang Akuntansi yaitu sebagai
berikut:*

“Perencanaan jumlah kebutuhan barang yang telah disusun selanjutnya akan

dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk dituangkan

kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan aset daerah perlu
dilakukan terlebih dahulu perencanaan, pengelolaan aset daerah, yakni jumlah
barang yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja, kualitas aset daerah dan jenis aset
daerah. Fungsi perencaan pengelolaan aset daerah menunjukkan para pimpinan
terlebih dahulu memikirkan tujuan dan kegiatannya yang didasarkan pada metode,
dan logika tertentu. Sedangkan untuk melaksanakan semua rencana yang telah
disusun dan disetujui maka perlu diorganisir melalui berbagai koordinasi dengan
memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki
organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada kemampuan untuk
mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Secara garis besar, pengadaan barang milik daerah di Badan Pengelolaan
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti kaidah-kaidah Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri atas:Pengadaan barang milk daerah
dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing,
adil, dan akuntabel dan Pelaksanaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ada hal-hal yang harus
diperhatikan sebagai berikut yaitu:Keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan
harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan yang

tercantum dalam perjanjian yang bersangkutan, Penyedia barang/jasa yang ditunjuk

’Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi, M. Budiharta, Selasa 3 Juli 2018
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benar-benar mampu dan memiliki reputasi baik, antara lain dibuktikan dari
pelaksanaan pekerjaannya pada kontrak yang lain pada waktu lalu di
Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang bersangkutan dan
ditempatkan pemberi kerja yang lain, Harga yang disepakati benar-benar telah
memenuhi persyaratan, menguntungkan daerah dan telah dibandingkan dengan
standar harga.

Setelah aset diadakan, diterima, dicek sesuai dengan spesifikasi barang dan
dimasukkan ke gudang. Kemudian aset daerah untuk digunakan oleh unit-unit/kerja
diperlukan pendistribusian agar unit-unit/bagian kerja dapat terpenuhi kebutuhan
akan alat pendukung/operasional dalam pelaksanaan tugas pokoknya.
Pendistribusian merupakan suatu usaha untuk meneruskan persediaan barang ke satu
tempat tertentu sesuai dengan perencanaan, permintaan atau transit.

. Pengadaan Mobil Dinas

Dalam pengadaan mobil dinas di Kabupaten Bima untuk rancangan anggaran
belanja pembangunan daerah (RABPD) 2017-2018 yang mengalokasikan RP. 17, 6
Milyar untuk kendaraan operasional. Apalagi salah item kendaraan tersebut untuk
mobil dinas bupati bima senilai RP. 1 Milyar. Penganggaran kendaraan dinas yang
di anggap tidak pro rakyat. Sementara terdapat 9000 Balita atau penderita giji
kurang dan hanya dialokasikan anggaran RP. 1 Milyar seTahun. Masyarakat telah
muniding terjadi persekongkolan antara eksekutif dan legislatif untuk pengadaan
kendaraan dinas. Apalagi kendaraan yang ada masih sangat layat di gunakan.

Sebagaimana yang punyusun wawancarai salah satu pegawai kantor BPKAD
Kabupaten Bima, mengatakan:’

Bahwa harga mobil dinas bupati yang diusulkan Tim penyusun Anggaran
Daerah cukup fantastis. Kendaraan yang belum ditentukan tipenya itu sama

*HasilWawancaraDenganBapak, FirmanAyatullah, Rabu 4 Juli 2018
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dengan biaya asupan makanan untukl 9.000 kurang gizi selama setahun.
Dikatannya pada pos belanja langsung Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten
Bima dialokasikan rencana anggaran pada pos pemberdayaan masyarakat
untuk pencapaian keluarga sadar gizi (kadarsi) hanya Rp 1 Milyar. Dalam
RAPBD 2018, pos belanja langsung program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur dituangkan 10 item kendaraan dinas senilai Rp. 17, 6
Milyar. Disebutkan, enam unit kendaraan operasional dinas senilai Rp. 760
juga, kendaraan bantuan operasional dinas tujuh unit senilai Rp. 2, 030
Milyar.
Pengadaan kendaraan operasional camat untuk medan sedang tiga unit senilai
RP. 870 Juta. Untuk jenis medan berat empat unit senilai Rp. 1, 440 Milyar dan
kendaraan operasional kepala daerah Rp. 1 Milyar. Mobil pemadam kebdua unit
senilai Rp. 3 Milyar, truk tangki dua unit Rp. 760 juta. Truk sampah dua unit Rp.
800 juta dan pengadaan sepeda motor 400 unit senilai Rp. 5,2 Milyar. Hanya fraksi
PAN yang menolak, sementara fraksi lainnya patut dipertanyakan wakil rakyat atau
wakil konglomerat, katanya dalam peryataan sikap. Mereka mengajak seluruh
elemen untuk bersama mendesak monolak anggaran pengadaan kendaraan dinas
yang tidak memihak ke rakyat. Aksi sempat diwarnai keributan ketikat masyarakat
berselisih paham. Ada yang mau beraudiensi dengan anggota dewan, namun ada
juga yang menolak.
. Inventarisasi
Pada hakikatnya, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan
antara data administratif barang milik daerah dengan kondisi fisik barang milik
daerah yang bersangkutan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah
dan nilai serta kondisi barang milik daerah yang sebenarnya, yang dikuasai
Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang. Dan
perlunya pengkodean barang inventaris berdasarkan golongan, kepemilikan

dinas/kantor dan lokasi barang sesuai dengan kode masing-masing dinas/kantor di

Kabupaten Bima.
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Secara garis besar, barang milik daerah di Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah mengikuti kaidah-kaidah Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 9 yang berbunyi:

1.

Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap
5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk
Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.

Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik
daerah.

Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Sensus barang milik daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan
serentak seluruh Indonesia.

Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3
(tiga) bulan setelah selesainya sensus.

Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik
daerah.

Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam
pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(D).

Perencanaan pemeliharaan sangat perlu dibuat agar tindakan atau gambaran

pekerjaan yang dilaksanakan terhadap aset daerah jenis dan tertulis memuat

macam/jenis barang, jenis pekerjaann, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan

biaya, waktu pelaksanaan dan pelasanaannya

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah belum ada yang dihapuskan

karena dari Data Penghapusan terlihat Kendaraan Bermotor/Mobil disetiap SKPD

Kabupaten Bima berjalan dengan efektif, dari jumlah keseluruhan barang di SKPD

Kabupaten 2, 316 kendaraan bermotor/mobil. Hal ini disebabkan karena system

inventarisasi pendataan barang bergerak dari setiap SKPD terlaksana dengan baik,

hal ini akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas pokok pada setiap unit

kerja yang mengakibatkan produktivitas pegawai di Kantor BPPKAD Kabupaten

Bima.



4.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan salah satu Pegawai BPPKAD
Kabupaten Bapak M. Isnaini Selaku Kasub Bidang Pemanfaatan Dan Penghapusan
Aset, mengatakan bahwa:*

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah bergerak maupun yang tidak
bergerak, untuk saat ini kami di Kantor BPPKAD Kabupaten Bima ini belum
ada barang yang dihapus tetapi pada umumnya didasari oleh pertimbangan
usia atau masa pengadaan barang yang sudah dalam tempo waktu 5 tahun
keatas, namun secara kasistis bisa saja terjadi karena alasan tertentu
berdasarkan telaahan dan analisa tim yang dalam keadaan tertentu sengaja
dibuat seperti itu.

Pengawasan

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah yang sudah sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpan dari rencana, maka
dibutuhkan suatu pengawasan sebagai usaha untuk mengetahui atau menilai dengan
semestinya. Dalam fungsi pengawasan tersebut tindakan pelaporan merupakan
bagian atau siklus manajemen.

Secara garis besar pengawasan barang milik daerah di Badan Pengelola
pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 82, terdiri atas:

a. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik
daerah.

b. Kepala Daerah melakukan pengendalian pengelolaan barang milik
daerah.

c. Penggunaan Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang
berada di bawah penguasaannya.

d. Pelaksanaan pemantauan dan ketertiban dan penertiban sebagaimana
yang dimaksud pada Ayat (3), dilaksanakan oleh pengguna.

e. Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas
fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan
penertiban sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4).

f. Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit
sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) sesuai ketentuan perundang-
undangan.

*Hasil Wawancara dengan Kasub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset, M. Isnaini, Jum’at 29

Juni 2018



Serta Diatur Pula Dalam Pasal 83, Yang Terdiri Dari:
a. Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang
Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan
pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengelola dapat
meminta aparat pengawas fumgsional untuk melakukan audit atas
pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang
Milik Daerah.
c. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada
Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan
karena akan lebih mudah untuk mengadakan pengendalian sebagaimana yang telah
dikemukakan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima dalam wawancara penyusun
pada tanggal 25 Juni 2018 yang mengatakan bahwa:’
“Fungsi pengawasan terus kami lakukan terutama dalam hal pengadaan aset
daerah mulai dari tahap pengadaan aset sehingga pelaporan hasil pelaksanaan
pengadaan sebagai alat control menghindari kesalahan-kesalahan yang
mungkin terjadi yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.”
Pengawasan terhadap aset daerah telah sesuai, karena pengawasan preventif
sudah cukup berjalan dengan baik, mulai dari proses pengadaan maupun
pendistibusian. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan selama dan
setelah kegiatan pengelolaan barang dilaksanakan. Sifat dari pengawasan represif
adalah koreksi terhadap adanya penyimpangan/pelanggaran ketentuan yang berlaku.
Pengawasan represif terhadap aset daerah dilakukan yang dalam penatausahaannya
tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: Adanya aset daerah yang kondisi telah
rusak dan tidak bisa diperbaiki, aset daerah yang hilang (tidak ditemukan). Dan
adanya aset daerah yang tidak tercatat dalam buku pembelian.
Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Bima harus

memiliki system untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi pengelolaan aset

daerah dan hasilnya dianalisis guna menentukan keberhasilan pencapaian

HasilWawancaradenganKepalaBidangAset, Faridah, Selasa 3 Juli 2018
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pengelolaan aset daerah sangat penting untuk mengetahui hasil kemajuan dari suatu
kegiatan yang dilakukan, karena jika tidak ada pengukuran secara aktual maka tidak
ada perbedaan secara jelas mengenai kegiatan pengelolaan aset daerah yang
dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Bima. Salah satu pengukuran kinerja pengelolaan aset daerah adalah evaluasi.

Evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah di BPPKAD sudah dilakukan
dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditinjau dari evaluasi kinerja pengelola aset
daerah dilakukan secara internal maupun eksternal, hal ini dilakukan agar dapat
dilakukan tindakan perbaikan.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di Kabupaten Bima

Dari informasi melalui wawancara penulis bersama Kepala Badan, Bapak Adel
Linggi Ardi, beserta Kasub Pemanfaatan dan Penghapusan, yaitu Mengenai
implementasi beserta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aset daerah
pada Kantor Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah beliau mengatakan
bahwa:®

Implementasi atau pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada Kantor
BPPKAD Kabupaten Bima masih sepenuhnya belum sesuai yang di
harapkan, yang mana pengelola asetnya masih belum berdasarkan
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Penyebabnya belum begitu memahami teknis penggunaan
Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah. Selain itu beliau juga mengatakan pihak-pihak terkait pengelolaan
aset daerah diantaranya pengguna, pennyimpan dan pengurus barang tidak
ada koordinasi dalam hal pengelolaan aset daerah dan kurangnya perhatian
masalah pengelolaan aset daerah tersebut.

Menurut Kasub Pemanfaatan dan Penghapusan Badan pengelola Pendapatan

Aset Daerah Kabupaten Bima yaitu Bapak M. Isnaini Ramadhan, SIP. Beliau

SHasil Wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Adel
Linggi Ardi, Kamis 5 Juli 2018
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mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi pengelolaan

aset daerah yaitu sebagai berikut:’

1.

Terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah Badan Pengelola
Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bima dalam pengelolaan
pendapatan, keuangan dan aset daerah;

Belum sempurnanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset
daerah pada Kantor Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah
Kabupaten Bima;

Masih kurangnya tenaga ahli atau (SDM) di Kantor Badan Pengelola
Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bima yang professional,

yaitu dalam pengelolaan aset daerah (Barang Milik Daerah).

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah BPPKAD tidak

menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 karena kantor BPPKAD

menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti yang penyusun wawancarai

Bapak Sahrul Mengakatan Bahwa Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan aset

daerah yaitu salah satunya adalah:®

1.

Kemampuan sumber daya manusia, karena memang dari sisi SDM masih
banyak pengurus-pengurus barang disetiap SKPD itu yang masih belum
mempunyai kopentensi sesuai dengan keilmuannya. Karena rata-rata untuk
Tahun 2016, 2017, 2018 masih terdapat pengurus barang yang memang
tidak mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan teknologi dan tidak

bisa menerapkan aplikasi BMD.

"Hasil Wawancara dengan Kasub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset, M. Isnaini Ramadhan,

Jum’at 29 Juni 2018

¥Hasil Wawancara dengan Bapak Sahrul, Senin 2 Juli 2018
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2. Aspek sarana dan prasarana masih kendala pada aspek bagaimana mereka
menerima informasi dari pelatih-pelatih, bahkan sampai Tahun 2017, 2018
masih terdapat pengurus barang yang memang menggunakan fasilitas
sendiri untuk melakukan proses pengelolaan data, dan kemudian responsif
dari beberapa SKPD yang menganggap sedikit tidak respon dengan
pengelolaan barang milik daerah, padahal sesunguhnya ini sangat penting.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan
sebagaiberikut: 1) Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bima belum dapat diterapkan secara
efektif dan maksimal dalam penegakan, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan
peraturan perundangan-undangan maupun yang menjadi hukum positif mengenai
pengelolaan barang milik daerah karena masih terjadinya tambahan pelanggaran dan
ketidak patuhan atas hukum yang berlaku oleh perbuatan tertentu dalam urusan
pengelolaan barang daerah. Terjadinya perbuatan pelanggaran tersebut dapat dilakukan
dalam waktu pengadaan maupun penghapusan barang aset daerah sebagai akibat dari
perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik dari aspek prosedur
maupun substansi dan yang menjadi halangan, 2) kendala dalam pengelolaan aset daerah
adalah karena ketidak pahaman serta lemahnya kesadaran dalam mematuhi hukum yang
berlaku sesuai dengan tujuan pembentukannya, oleh karena itu sangat dibutuhkan proses
penegakan hukum seyogyanya dilakukan secara terpadu baik dari sisi aspek pemahaman
maupun unsur kesadaran.

Saran, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada saran yang harus
diketahui dalam pengelolaan aset daerah diBPPKAD Kabupaten Bima yaitu; Kemauan

yang kuat terhadap pimpinan pemerintah daerah dan terutama SKPD terkait dengan
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pengelolaan barang milik daerah lahitnya sikap kepatuhan dan ketaatan dari hukum yang
berlaku yang berkaitan dengan aset itu dan diikuti dengan pengawasan yang baik dengan

kredibel sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk aturan yang berlaku.
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(Studi di Kabupaten Bima)



FAJAR PRADANA PUTRA
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FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM



ABSTRAK



Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bima belum dapat diterapkan secara efektif dan maksimal dalam penegakan, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan maupun yang menjadi hukum positif mengenai pengelolaan barang milik daerah karena masih terjadinya tambahan pelanggaran dan ketidak patuhan atas hukum yang berlaku oleh perbuatan tertentu dalam urusan pengelolaan barang daerah. Terjadinya perbuatan pelanggaran tersebut dapat dilakukan dalam waktu pengadaan maupun penghapusan barang aset daerah sebagai akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik dari aspek prosedur maupun substansi dan yang menjadi halangan kendala dalam pengelolaan aset daerah adalah karena ketidak pahaman serta lemahnya kesadaran dalam mematuhi hukum yang berlaku sesuai dengan tujuan pembentukannya, oleh karena itu sangat dibutuhkan proses penegakan hukum seyogyanya dilakukan secara terpadu baik dari sisi aspek pemahaman maupun unsur kesadaran.  



Kata Kunci: Pengelolaan Barang Milik Daerah
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I. 

II. PENDAHULUAN



Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. “Pengeloaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu lingkup dalam pengelolaan keuangan daerah”.  Keuangan daerah tidak hanya mencakup kewajiban dan hak berupa uang saja, melainkan kewajiban dan hak daerah berupa barang. Barang menjadi salah satu unsur yang disebutkan dalam kegiatan daerah dan harus dikelola dengan baik dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga efisiensi pengelolaan Barang Milik Daerah mempengaruhi efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai instrumen prosedur pengelolaan barang milik daerah, pemerintah daerah didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang secara langsung menjadi pedoman dan hukum positif bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah, yaitu; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang pengeloaan barang milik Negara/Daerah.

Pengelolaan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dilakukan secara prosedur yang sah dalam mewujudkan langkah-langkah yang tidak menyimpang sehingga terwujud tindakan pengelolaan yang taat peraturan dan patuh prosedural sesuai dengan tujuan pembentukandari peraturan peraturan undang-undangan tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri urusan pengelolaan barang milik daerah baik dalam hal pengadaan maupun penghapusannya atas aset-aset daerah cenderung menjadi masalah secara hukum bagi aparatur administrasi pemda yang menangani pengelolaan aset-aset daerah.

Aset daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun yang dikuasai pemerintah daerah, yang di beli atau di peroleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu: Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah. Aset daerah yang digunakan masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Dan 	Aset daerah yang tidak digunakan untuk pemerintah maupun publik. Berbagai masalah dalam pengelolaan barang milik daerah dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah untuk menata pengelolaannya, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan dan pengawasan. Setidaknya tata kelola tersebut dapat meminimalkan berbagai penyimpangan yang ada, termasuk temuan BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan setiap tahun anggaran di kabupaten bima. Salah satunya ada barang milik daerah yang berupa beberapa  tanah yang tidak sama sekali dikelola dan dimanfaatkan untuk masyarakat di kabupaten bima.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut diatas, maka obyek yang dikaji dan dianalisa adalah Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah di tinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di Kabupaten Bima.

Penelitian ini untuk mengetahui serta memahami dan untuk mengetahui atas hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan Perunfang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris normatif, yang didasari pada bahan-bahan hukum melalui bagian pustaka dan bersumber pada data lapangan yang berpedoman pada hasil penelitian lapangan.

Adapun manfaat secara Akademis untuk memenuhi persyaratan studi S-1 program ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Sedangkan Manfaat Praktis dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi kalangan publik yang memiliki sikap peduli atas urusan-urusan pemerintah, terutama kalangan yang ingin mengkaji dan lebih termasuk sebagai masukan bagi PEMDA

III. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara



Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Secara garis besar, pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Bima mengikuti Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, dalam Pasal 10 Permendagri yang berbunyi:

1. Barang Milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Barang Milik Daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual. dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

3. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ini, maka dalam penyusunannya digunakan sistematika sebagai berikut:

1. Perencanaan Kebutuhan Dan Pengadaan

Perencanaan kebutuhan Barang adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pengelolaan Barang/Aset khususnya di Badan Pengelola pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Bima yang meliputi perencanaan pengadaan jenis barang serta jumlah pengadaan barang yang disesuaikan kebutuhan dalam suatu organisasi. Kepala Bidang Aset sebagai unit pelaksana dalam perencanaan pengadaan barang  mempunyai tugas tanggung jawab yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan setiap SKPD dalam hal pengadaan dan perencanaan kebutuhan barang. Berikut wawancara penyusun dengan Ibu Faridah, Kepala Bidang Aset BPPKAD:[footnoteRef:1] [1: Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Aset BPPKAD, Faridah Senin 2 Juli 2018  ] 


“Kami disini mempunyai kapasitas sebagai penghubung. Kami mengumpulkan data dari tiap SKPD kemudian direkap dalam APBD. Jadi itu harus berkoordinasi dengan Bidang Akuntansi atau belanja modal. Untuk bisa membuat perencanaan kebutuhan dengan baik maka setiap SKPD, Bidang Aset dan Bidang Akuntansi harus bekerjasama.”



Berikut jumlah kebutuhan kendaraan Roda dua yang berjumlah 2, 189 unit dan jumlah Roda empat 42 unit tiap SKPD di Kabupaten Bima yang telah diusulkan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran pada Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

Perencanaan kebutuhan barang tiap SKPD harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan SKPD tersebut sehingga tidak terjadi pemborosan, ini dilakukan untuk meminimalisir serta penghematan pengadaan aset, sebagaimana yang diwawancarai Bapak M. Budiharta selaku Kepala Bidang Akuntansi yaitu sebagai berikut:[footnoteRef:2] [2: Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi, M. Budiharta, Selasa 3 Juli 2018] 


“Perencanaan jumlah kebutuhan barang yang telah disusun selanjutnya akan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk dituangkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”



Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengelolaan aset daerah perlu dilakukan terlebih dahulu perencanaan, pengelolaan aset daerah, yakni jumlah barang yang dibutuhkan oleh unit-unit kerja, kualitas aset daerah dan jenis aset daerah. Fungsi perencaan pengelolaan aset daerah menunjukkan para pimpinan terlebih dahulu memikirkan tujuan dan kegiatannya yang didasarkan pada metode, dan logika tertentu. Sedangkan untuk melaksanakan semua rencana yang telah disusun dan disetujui maka perlu diorganisir melalui berbagai koordinasi dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada kemampuan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Secara garis besar, pengadaan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti kaidah-kaidah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri atas: Pengadaan barang milk daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dan Pelaksanaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa ada hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut yaitu:  Keseluruhan dokumen kontrak yang bersangkutan harus disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang bersangkutan, Penyedia barang/jasa yang ditunjuk benar-benar mampu dan memiliki reputasi baik, antara lain dibuktikan dari pelaksanaan pekerjaannya pada kontrak yang lain pada waktu lalu di Dinas/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang bersangkutan dan ditempatkan pemberi kerja yang lain, Harga yang disepakati benar-benar telah memenuhi persyaratan, menguntungkan daerah dan telah dibandingkan dengan standar harga.

Setelah aset diadakan, diterima, dicek sesuai dengan spesifikasi barang dan dimasukkan ke gudang. Kemudian aset daerah untuk digunakan oleh unit-unit/kerja diperlukan pendistribusian agar unit-unit/bagian kerja dapat terpenuhi kebutuhan akan alat pendukung/operasional dalam pelaksanaan tugas pokoknya. Pendistribusian merupakan suatu usaha untuk meneruskan persediaan barang ke satu tempat tertentu sesuai dengan perencanaan, permintaan atau transit.

2. Pengadaan Mobil Dinas

Dalam pengadaan mobil dinas di Kabupaten Bima untuk rancangan anggaran belanja pembangunan daerah (RABPD) 2017-2018 yang mengalokasikan RP. 17, 6 Milyar untuk kendaraan operasional. Apalagi salah item kendaraan tersebut untuk mobil dinas bupati bima senilai RP. 1 Milyar. Penganggaran kendaraan dinas yang di anggap tidak pro rakyat. Sementara terdapat 9000 Balita atau penderita giji kurang dan hanya dialokasikan anggaran RP. 1 Milyar seTahun. Masyarakat telah muniding terjadi persekongkolan antara eksekutif dan legislatif untuk pengadaan kendaraan dinas. Apalagi kendaraan yang ada masih sangat layat di gunakan.

Sebagaimana yang punyusun wawancarai salah satu pegawai kantor BPKAD Kabupaten Bima, mengatakan:[footnoteRef:3] [3:  Hasil Wawancara Dengan Bapak, Firman Ayatullah, Rabu 4 Juli 2018] 


Bahwa harga mobil dinas bupati yang diusulkan Tim penyusun Anggaran Daerah cukup fantastis. Kendaraan yang belum ditentukan tipenya itu sama dengan biaya asupan makanan untukl 9.000 kurang gizi selama setahun. Dikatannya pada pos belanja langsung Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Bima dialokasikan rencana anggaran pada pos pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (kadarsi) hanya Rp 1 Milyar. Dalam RAPBD 2018, pos belanja langsung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dituangkan 10 item kendaraan dinas senilai Rp. 17, 6 Milyar. Disebutkan, enam unit kendaraan operasional dinas senilai Rp. 760 juga, kendaraan bantuan operasional dinas tujuh unit senilai Rp. 2, 030 Milyar.



Pengadaan kendaraan operasional camat untuk medan sedang tiga unit senilai RP. 870 Juta. Untuk jenis medan berat empat unit senilai Rp. 1, 440 Milyar dan kendaraan operasional kepala daerah Rp. 1 Milyar. Mobil pemadam kebdua unit senilai Rp. 3 Milyar, truk tangki dua unit Rp. 760 juta. Truk sampah dua unit Rp. 800 juta dan pengadaan sepeda motor 400 unit senilai Rp. 5,2 Milyar. Hanya fraksi PAN yang menolak, sementara fraksi lainnya patut dipertanyakan wakil rakyat atau wakil konglomerat, katanya dalam peryataan sikap. Mereka mengajak seluruh elemen untuk bersama mendesak monolak anggaran pengadaan kendaraan dinas yang tidak memihak ke rakyat. Aksi sempat diwarnai keributan ketikat masyarakat berselisih paham. Ada yang mau beraudiensi dengan anggota dewan, namun ada juga yang menolak.

3. Inventarisasi

Pada hakikatnya, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pengecekan antara data administratif barang milik daerah dengan kondisi fisik barang milik daerah yang bersangkutan. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi barang milik daerah yang sebenarnya, yang dikuasai Pengguna Barang maupun Kuasa Pengguna Barang atas suatu obyek barang. Dan perlunya pengkodean barang inventaris berdasarkan golongan, kepemilikan dinas/kantor dan lokasi barang sesuai dengan kode masing-masing dinas/kantor di Kabupaten Bima.

Secara garis besar,  barang milik daerah di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti kaidah-kaidah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 9 yang berbunyi:

1. Pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.

2. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.

3. Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

4. Sensus barang milik daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.

5. Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus. 

6. Pembantu Pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah. 

7. Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Perencanaan pemeliharaan sangat perlu dibuat agar tindakan atau gambaran pekerjaan yang dilaksanakan terhadap aset daerah jenis dan tertulis memuat macam/jenis barang, jenis pekerjaann, banyaknya atau volume pekerjaan, perkiraan biaya, waktu pelaksanaan dan pelasanaannya

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah belum ada yang dihapuskan karena  dari Data Penghapusan terlihat Kendaraan Bermotor/Mobil disetiap SKPD Kabupaten Bima berjalan dengan efektif, dari jumlah keseluruhan barang di SKPD Kabupaten 2, 316 kendaraan bermotor/mobil. Hal ini disebabkan karena system inventarisasi pendataan barang bergerak dari setiap SKPD terlaksana dengan baik, hal ini akan berdampak pada kelancaran pelaksanaan tugas pokok pada setiap unit kerja yang mengakibatkan produktivitas pegawai di Kantor BPPKAD Kabupaten Bima.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan salah satu Pegawai BPPKAD Kabupaten Bapak M. Isnaini Selaku Kasub Bidang Pemanfaatan Dan Penghapusan Aset, mengatakan bahwa:[footnoteRef:4] [4: Hasil Wawancara dengan Kasub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset, M. Isnaini, Jum’at 29 Juni 2018] 


Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah bergerak maupun yang tidak bergerak, untuk saat ini kami di Kantor BPPKAD Kabupaten Bima ini belum ada barang yang dihapus tetapi pada umumnya didasari oleh pertimbangan usia atau masa pengadaan barang yang sudah dalam tempo waktu 5 tahun keatas, namun secara kasistis bisa saja terjadi karena alasan tertentu berdasarkan telaahan dan analisa tim yang dalam keadaan tertentu sengaja dibuat seperti itu.



4. Pengawasan

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah yang sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpan dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan sebagai usaha untuk mengetahui atau menilai dengan semestinya. Dalam fungsi pengawasan tersebut tindakan pelaporan merupakan bagian atau siklus manajemen.

Secara garis besar pengawasan  barang milik daerah di Badan  Pengelola pendapatan Keuangan dan Aset Daerah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 82, terdiri atas:

a. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah. 

b. Kepala Daerah melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. 

c. Penggunaan Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di bawah penguasaannya. 

d. Pelaksanaan pemantauan dan ketertiban dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3), dilaksanakan oleh pengguna. 

e. Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit  tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) dan Ayat (4). 

f. Pengguna dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Serta Diatur Pula Dalam Pasal 83, Yang Terdiri Dari:

a. Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pengelola dapat meminta aparat pengawas fumgsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah. 

c. Hasil audit sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan kepada Pengelola untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.



Pelaporan penting dilakukan agar tindak lanjut pengawasan dapat dilakukan karena akan lebih mudah untuk mengadakan pengendalian sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Bima dalam wawancara penyusun pada tanggal 25 Juni 2018 yang mengatakan bahwa:[footnoteRef:5] [5:  Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Aset, Faridah, Selasa 3 Juli 2018] 


“Fungsi pengawasan terus kami lakukan terutama dalam hal pengadaan aset daerah mulai dari tahap pengadaan aset sehingga pelaporan hasil pelaksanaan pengadaan sebagai alat control menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi  yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.”



Pengawasan terhadap aset daerah telah sesuai, karena pengawasan preventif sudah cukup berjalan dengan baik, mulai dari proses pengadaan maupun pendistibusian. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan selama dan setelah kegiatan pengelolaan barang dilaksanakan. Sifat dari pengawasan represif adalah koreksi terhadap adanya penyimpangan/pelanggaran ketentuan yang berlaku. Pengawasan represif terhadap aset daerah dilakukan yang dalam penatausahaannya tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut: Adanya aset daerah yang kondisi telah rusak dan tidak bisa diperbaiki, aset daerah yang hilang (tidak ditemukan). Dan adanya aset daerah yang tidak tercatat dalam buku pembelian.

Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Daerah Kabupaten Bima harus memiliki system untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi pengelolaan aset daerah dan hasilnya dianalisis guna menentukan keberhasilan pencapaian pengelolaan aset daerah sangat penting untuk mengetahui hasil kemajuan dari suatu kegiatan yang dilakukan, karena jika tidak ada pengukuran secara aktual maka tidak ada perbedaan secara jelas mengenai kegiatan pengelolaan aset daerah yang dilakukan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima. Salah satu pengukuran kinerja pengelolaan aset daerah adalah evaluasi.

Evaluasi terhadap pengelolaan aset daerah di BPPKAD sudah dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini ditinjau dari evaluasi kinerja pengelola aset daerah dilakukan secara internal maupun eksternal, hal ini dilakukan agar dapat dilakukan tindakan perbaikan.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 di Kabupaten Bima



Dari informasi melalui wawancara penulis bersama Kepala Badan, Bapak Adel Linggi Ardi, beserta Kasub Pemanfaatan dan Penghapusan, yaitu Mengenai implementasi beserta hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan aset daerah pada Kantor Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah beliau mengatakan bahwa:[footnoteRef:6] [6: Hasil Wawancara dengan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, Adel Linggi Ardi, Kamis 5 Juli 2018] 


Implementasi atau pelaksanaan pengelolaan aset daerah pada Kantor BPPKAD Kabupaten Bima masih sepenuhnya belum sesuai yang di harapkan, yang mana pengelola asetnya masih belum berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyebabnya belum begitu memahami teknis penggunaan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain itu beliau juga mengatakan pihak-pihak terkait pengelolaan aset daerah diantaranya pengguna, pennyimpan dan pengurus barang tidak ada koordinasi dalam hal pengelolaan aset daerah dan kurangnya perhatian masalah pengelolaan aset daerah tersebut.



Menurut Kasub Pemanfaatan dan Penghapusan Badan pengelola Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Bima yaitu Bapak M. Isnaini Ramadhan, SIP. Beliau mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi pengelolaan aset daerah yaitu sebagai berikut:[footnoteRef:7] [7: Hasil Wawancara dengan Kasub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset, M. Isnaini Ramadhan, Jum’at 29 Juni 2018  ] 


1. Terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bima dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;

2. Belum sempurnanya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Kantor Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bima;

3. Masih kurangnya tenaga ahli atau (SDM) di Kantor Badan Pengelola Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bima yang professional, yaitu dalam pengelolaan aset daerah (Barang Milik Daerah).

Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah BPPKAD tidak menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 karena kantor BPPKAD menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, seperti yang penyusun wawancarai Bapak Sahrul Mengakatan Bahwa Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah yaitu salah satunya adalah:[footnoteRef:8] [8: Hasil Wawancara dengan Bapak Sahrul, Senin 2 Juli 2018] 


1. Kemampuan sumber daya manusia, karena memang dari sisi SDM masih banyak pengurus-pengurus barang disetiap SKPD itu yang masih belum mempunyai kopentensi sesuai dengan keilmuannya. Karena rata-rata untuk Tahun 2016, 2017, 2018 masih terdapat pengurus barang yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan teknologi dan tidak bisa menerapkan aplikasi BMD. 

2. Aspek sarana dan prasarana masih kendala pada aspek bagaimana mereka menerima informasi dari pelatih-pelatih, bahkan sampai Tahun 2017, 2018 masih terdapat pengurus barang yang memang menggunakan fasilitas sendiri untuk melakukan proses pengelolaan data, dan kemudian responsif dari beberapa SKPD yang menganggap sedikit tidak respon dengan pengelolaan barang milik daerah, padahal sesunguhnya ini sangat penting.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagaiberikut: 1) Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Bima belum dapat diterapkan secara efektif dan maksimal dalam penegakan, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan maupun yang menjadi hukum positif mengenai pengelolaan barang milik daerah karena masih terjadinya tambahan pelanggaran dan ketidak patuhan atas hukum yang berlaku oleh perbuatan tertentu dalam urusan pengelolaan barang daerah. Terjadinya perbuatan pelanggaran tersebut dapat dilakukan dalam waktu pengadaan maupun penghapusan barang aset daerah sebagai akibat dari perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik dari aspek prosedur maupun substansi dan yang menjadi halangan, 2)  kendala dalam pengelolaan aset daerah adalah karena ketidak pahaman serta lemahnya kesadaran dalam mematuhi hukum yang berlaku sesuai dengan tujuan pembentukannya, oleh karena itu sangat dibutuhkan proses penegakan hukum seyogyanya dilakukan secara terpadu baik dari sisi aspek pemahaman maupun unsur kesadaran. 

Saran, Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada saran yang harus diketahui dalam pengelolaan aset daerah di BPPKAD Kabupaten Bima yaitu; Kemauan yang kuat terhadap pimpinan pemerintah daerah dan terutama SKPD terkait dengan pengelolaan barang milik daerah lahitnya sikap kepatuhan dan ketaatan dari hukum yang berlaku yang berkaitan dengan aset itu dan diikuti dengan pengawasan yang baik dengan kredibel sesuai dengan kebutuhan dan petunjuk aturan yang berlaku.













































PERATURAN-PERATURAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Indonesia, Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang  Pedoman Teknis Barang  Milik Daerah

Indonesia, Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah
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